SALINAN|

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR q' TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BERBASIS APLIKASI SISTEM

Menimbang :

Mengingat

INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat
I[I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran



Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Standar harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis,
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam rencana kerja
dan anggaran SKPD.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan
dengan uang per satuan jenis barang.

Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan
setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan
setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas
yang berlaku disuatu daerah.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan
Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.

Sistem Informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD
adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung
untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Master Data adalah data dasar sebagai data sumber yang mampu
memberikan informasi tambahan mengenai proses pengelolaan data
berikutnya yang akan dilakukan.

Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau
ditimbang.

Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang
karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan
uang, data dan/atau saran.



16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang

(1)

(2)

(3)

(4)

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan, yang terdapat dalam Aplikasi SIPD Pemerintah
Daerah termuat dalam master data yang terdiri dari:

a. SSH;
b. SBU; dan
c. HSPK.

SSH, SBU dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan
bagi PD dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan
RKA SKPD pada APBD.

SSH, SBU dan HSPK bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa
sesuai kualitas jenis barang bagi Pemerintah Daerah.

SSH, SBU dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan
dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD dan bukan untuk menyusun Harga
Perkiraan Sendiri.

(1)

(2)

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan
standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Harga satuan yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, penerapannya dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan
daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Pada saat penyusunan RKA untuk penentuan harga barang dan jasa/upah
yang belum tercantum dan /atau sudah tidak sesuai dengan harga
sebagaimana tercantum dalam E-Katalog dan Lampiran Peraturan Bupati
ini,maka dapat mengacu pada daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh
instansi dan /atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik, atau
agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Maret 2024
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